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ABSTRAC 

This study analyzes the implementation of the Regional Government Information System 

(SIPD) in the Finance Sub-Division of the Public Works and Spatial Planning Agency of 

Palembang City using George C. Edward III's policy implementation theory. This study 

aims to evaluate the success of implementation based on four main factors, namely 

communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The study uses a 

qualitative descriptive approach with in-depth interviews, observation, and 

documentation as data collection techniques. The results of the study indicate that the 

implementation of SIPD faces obstacles such as lack of skilled human resources, 

inadequate infrastructure, and technical problems such as system and network errors. 

However, there is potential for improvement through training, strengthening the 

bureaucratic structure, and improving technology infrastructure. These findings provide 

recommendations for improving the effectiveness of SIPD in managing regional finances 

in a transparent, accountable, and efficient manner. 

Keywords : Policy Implementation, Regional Government Information System (SIPD), 

 Regional Finance, George C. Edward III, Good Governance 
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ABSTRAK 

Penelitian ini menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) 

pada Sub Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Palembang dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi berdasarkan 

empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam, 

observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa implementasi SIPD menghadapi kendala seperti kurangnya sumber 

daya manusia yang terampil, infrastruktur yang tidak memadai, serta masalah teknis 

seperti error sistem dan jaringan. Namun, terdapat potensi peningkatan melalui 

pelatihan, penguatan struktur birokrasi, dan perbaikan infrastruktur teknologi. Temuan 

ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas SIPD dalam pengelolaan 

keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan efisien. 

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), 

Keuangan Daerah, George C. Edward III, Good Governance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Di era digital yang semakin berkembang pesat, penggunaan teknologi informasi 

dalam tata kelola pemerintahan telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. 

Sistem informasi pemerintahan yang efektif dan efisien menjadi kunci utama dalam 

mewujudkan good governance dan pelayanan publik yang optimal. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Indrajit (2016:35), "Implementasi e-government merupakan suatu 

upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik 

dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien." 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sebuah sistem yang 

berfungsi untuk mendokumentasikan, mengadministrasikan, dan mengelola data 

pembangunan daerah. Sistem ini juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan 

untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi guna mengoptimalkan kinerja pemerintah 

daerah. Tujuan utama SIPD adalah memaksimalkan pemanfaatan data dan informasi di 

tingkat pemerintahan daerah. Sejumlah peraturan hukum telah diterbitkan terkait dengan 

implementasi sistem ini, antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

2. Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2008, tentang Tahapan Tata Cara 

Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah 
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3. Peraturan Kementerian Dalam Negeri 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah 

4. Peraturan Kementerian Dalam Negeri 8 Tahun 2014, Sistem Informasi 

Pembangunan Daerah 

Peraturan di atas mengharuskan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban 

menyediakan data dan informasi. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus memberikan 

informasi terkait pemerintahan, termasuk informasi mengenai pembangunan daerah dan 

keuangan daerah. Selanjutnya, semua informasi tersebut harus dikelola dalam sebuah 

sistem informasi pemerintahan daerah. Data yang diperoleh dari Sistem Informasi 

Pembangunan Daerah (SIPD) akan diolah dan disajikan dalam format informasi yang 

berkaitan dengan pembangunan daerah. 

Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diperkuat oleh 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. SIPD diharapkan dapat 

menjadi alat yang efektif bagi pemerintah pusat dan daerah, dengan tujuan menyatukan 

referensi nasional. Selain itu, sistem ini bertujuan untuk mempermudah proses 

perencanaan dan keuangan daerah secara eksternal, serta meningkatkan evaluasi atas 

perencanaan keuangan, kinerja, dan produk hukum yang dilakukan melalui platform 

tersebut. Dengan adanya SIPD, pengelolaan database pembangunan baik nasional 

maupun daerah, serta analisis data daerah di tingkat nasional, dapat dilakukan dengan 

lebih mudah dan efisien. 
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Pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah dapat ditingkatkan dengan 

mengadopsi beberapa prinsip utama yang mendukung tata kelola pemerintahan yang 

baik. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keterbukaan, rasa tanggung jawab yang 

berlandaskan pada asas keadilan untuk masyarakat, keterlibatan aktif, dan kepatuhan 

pada aturan yang ada (Muslih et al., 2020). 

Seiring dengan reformasi birokrasi yang berlangsung, pengelolaan keuangan 

daerah kini dapat dilakukan melalui proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

dan pertanggungjawaban yang didukung oleh teknologi sistem informasi manajemen 

yang canggih. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan layanan informasi 

terkait pengelolaan keuangan daerah secara cepat, tepat, dan transparan (Wartini dan 

Yasa, 2016). Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, penting 

untuk mengembangkan strategi yang merancang prioritas dan kebutuhan pembangunan 

daerah. Dengan demikian, dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan 

penganggaran di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pelaksanaan 

pembangunan dapat berlangsung dengan lebih terarah dan efisien (Ekaputra, 2021). 

Kota Palembang, sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan, menghadapi 

tantangan besar dalam pengelolaan infrastruktur dan layanan publik. Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki peran sentral dalam pembangunan 

infrastruktur, yang mencakup jalan, jembatan, drainase, dan penataan ruang kota. 

Efisiensi dalam pengelolaan keuangan di Dinas PUPR sangat penting untuk memastikan 

bahwa proyek-proyek infrastruktur dapat dilaksanakan dengan baik, tepat waktu, dan 

sesuai anggaran. Khususnya pada Sub Bagian Keuangan, memiliki peran strategis dalam 
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pengelolaan anggaran dan keuangan daerah yang memerlukan pengelolaan yang akurat, 

transparan, dan akuntabel. 

Salah satu mekanisme yang memudahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kota Palembang dalam mengelola data pembangunan daerah, keuangan, dan 

aspek pemerintahan lainnya adalah dengan menggunakan Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah (SIPD). SIPD merupakan sistem informasi berbasis web yang 

menyediakan data terkini dan dapat diakses melalui situs resmi Kementerian Dalam 

Negeri. SIPD dirancang untuk mempermudah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

dalam menyampaikan informasi dalam bentuk dokumentasi dan administrasi, serta 

mengelola data pembangunan daerah. Dengan demikian, data tersebut dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Wurara et al. , 2020). 

Penerapan aplikasi SIPD telah dilakukan di seluruh Indonesia sejak pertengahan 

tahun 2020, yang dimulai dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) untuk tahun anggaran 2021. SIPD berfungsi sebagai sarana akuntabilitas 

publik, yang mendukung transparansi informasi dan menumbuhkan kepercayaan publik 

terhadap evaluasi kinerja pemerintah, program-program pembangunan, serta pencapaian 

pembangunan yang dihasilkan. (Sudianing & Seputra, 2019). 

Sub Bagian Keuangan Dinas PUPR Kota Palembang, sebagai unit yang 

bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, memiliki peran krusial dalam 

memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Pratama (2021:156) 

menyatakan bahwa sub bagian keuangan pada instansi pemerintah memerlukan sistem 

informasi yang dapat: 



 

5 
 

1. Mengotomatisasi proses pengelolaan keuangan 

2. Menyediakan data yang akurat dan real-time 

3. Memfasilitasi proses pengambilan keputusan 

4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah, setiap pemerintah daerah wajib mengembangkan dan 

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan 

pengelolaan keuangan daerah. Sejalan dengan regulasi tersebut, Pemerintah Kota 

Palembang telah menginisiasi program "Palembang Smart City 2024" yang salah satu 

fokusnya adalah digitalisasi sistem keuangan daerah. 

Penggunaan aplikasi web ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah 

pelaksanaan monitoring serta evaluasi pelayanan publik oleh pemerintah, khususnya di 

Sub Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang. 

Namun, untuk dapat merealisasikan program ini tidak mudah, diperlukan kerjasama dan 

kerja keras, berdasarkan observasi awal. penulis melihat beberapa kendala seperti: 

keterlambatan dalam proses pelaporan keuangan dikarenakan masalah error sistem, 

kendala jaringan internet, dan proses pengelolaan keuangan yang masih menggunakan 

kombinasi sistem manual dan digital sehingga proses pengelolaan dan  pelaporan 

keuangan pada Sub Bagian Keuangan Dinas PUPR Kota Palembang menjadi terhambat.  

Hal ini sejalan dengan temuan Prakoso (2021:78) yang menyatakan bahwa 72% 

instansi pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi kendala dalam implementasi 

sistem informasi keuangan yang terintegrasi. Sementara itu, Susilawati dan Hendri 
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(2019:92) menegaskan bahwa Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan 

keuangan daerah bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan yang bersifat strategis 

dan mendesak. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada sub bagian keuangan 

Dinas PUPR Kota Palembang menggunakan teori implementasi kebijakan George C. 

Edward III dengan 4 faktor keberhasilan yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) 

disposisi, (4) struktur birokrasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai kondisi terkini implementasi SIPD serta tantangan dan peluang yang dihadapi, 

serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas sistem informasi dalam 

pengelolaan keuangan daerah. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka peneliti merumuskan pokok 

permasalahannya yaitu ”Bagaimana implementasi sistem informasi pemerintahan daerah 

(SIPD) pada sub bagian keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Palembang?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu 

mengetahui bagaimana proses implementasi dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 

pada sub bagian keuangan Dinas PUPR Kota Palembang. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan, 

dalam hal ini khusunya ilmu administrasi publik, memberikan sumbangan pemikiran dan 

pengembangan, khususnya dalam memahami Implementasi Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah Pada Sub bagian Keuangan Dinas PUPR Kota Palembang. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah untuk memperluas wawasan dan 

pengetahuan Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada sub bagian 

keuangan Dinas PUPR Kota Palembang Bahan informasi dan bahan bacaan bagi pihak-

pihak yang berkepentingan khususnya mahasiswa dalam memahami Implementasi 

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Diharapkan hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan datang. 
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